PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 60 TAHUN 2009
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

JAenimbang

Mengingat

o

KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tunjangan Profesi Guru dan Dana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Pendidikan yang sumber dananya berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang pendistribusian dananya
melalui transfer ke Kas Daerah, maka perlu ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, menunjuk Surat Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/2010 tertanggal 13 Agustus 2010, perihal
Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 3 Tahun 2010, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5075)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 69);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan
dan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8),

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor
10);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun
2008 Nomor 12 ),

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun
2010 Nomor 6);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 41);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010
Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SALATIGA NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita
Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasa

| 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 terdiri

atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

semula Rp 49.099.86.000,00 menjadi

Rp 51.590.175.000,00
Rp 282.513.178.000,00

Rp 73.333.427.400,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1)

Belanja pegawai
semula Rp 221.262.515.000,00 menjadi Rp. 241.628.116.400,00

2) Belanja bunga Rp 0,00
3) Belanja subsidi Rp 0,00
4) Belanja hibah
semula Rp 15.779.300.000,00 menjadi Rp 6.697.740.000,00
5) Belanja bantuan sosial Rp  7.128.000.000,00
6) Belanja bagi hasil Rp 0,00
7) Belanja bantuan keuangan Rp 976.763.000,00
8) Belanja tidak terduga Rp 500.000.000,00
Jumlah belanja tidak langsung Rp 256.930.619.400,00

b. Belanja Langsung :
1) Belanja pegawai
semula Rp 18.879.324.000,00 menjadi Rp 19.081.149.000,00
2) Belanja barang dan jasa
semula Rp 70.251.283.300,00 menjadi Rp 70.134.918.300,00
3) Belanja modal
semula Rp 98.532.311.700,00 menjadi Rp 111.523.631.700,00

Rp 407.436.780.400,00

Jumlah belanja langsung Rp 200.739.699.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 457.670.318.400,00
Surplus / ( defisit ) setelah Perubahan Rp (50.233.538.000,00)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
semula Rp 56.106.318.000,00 menjadi Rp 56.233.538.000,00
b. Pengeluaran Rp 6.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Sisa lebih pe

Rp 50.233.538.000,00

mbiayaan anggaran setelah Perubahan Rp

0,00




Pasal 3A
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu
kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal Il
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.
Ditetapkan di Salatiga

padatanggal a3 -% - soto

_M/WALIKOTA SALATIGA. /1

JOHN MANUEL MANOPPO é

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH WFABALATIGA,

BERITA DAERAH K SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR



